Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pembuatan akta otentik oleh notaris yang terindikasi adanya dugaan
keterangan palsu dan penerapan sanksi pidana bagi notaris (studi kasus
putusan nomor 49/PUU-X/2012) = Authentic by anotary
deednindicated that the existence of alleged false information and

(>3(I’} g(\)l i\gl) sanctions for notary study case putusan Nomor 49/PUU-

Pieter William Qoudry, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20415060& | okasi=Iokal

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang
berkepentingan.Akta yang dibuat Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak ditemukan, akta
notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketigalainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak
yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta notaris yang
dipalsukan. Dalam hal ini notaris secara sengajaltidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/
penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu sgja
atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Jika Seorang Notaris dalam pembuat
anak tanya menimbulkan perkara pidana dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pemal suan berupa akta
otentik yang berkaitan dengan isi dan tanda tangan maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana
berdasarkan pasal 264 KUHP. Apabila akta tersebut mengandung adanya unsur pemalsuan dalam perkara
pidana, dan sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur
tentang tata cara pemanggilan Notaris, dansesuaidenganPasal 1320 KUH Perdata akta tersebut menjadi batal
demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan. Jenis penelitian dalam tesisini adalah Y uridis Normatif
yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dan primer. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.
...... Notary authorizes to establish an authentic deed which required by the concerned parties. The deed that
has been established by notary contains of all actions, agreements, and determination required by the laws
and regulations and/or by the concerned parties.In some cases, anotary, for example, isinvolved in criminal
offense due to hig/her involvement in giving false information in the certificate issued. In this case, the
notary, together with the parties involved in an agreement, must be responsible for the action before the
court if found guilty benefitting from this certificate for a particular party or other parties, either purposely
or not. Falsifying the content and signature in the certificates either subjectively or objectively conducted by
anotary leads to criminal proceedings ruled in Article 264, paragraph 1, number 1 of Criminal Code, where
the notary must be present in this criminal proceeding. Due to such acriminal deed of falsification, the
certificate issued is considered void in legal power. Thisvoid is caused by the unfulfilled requirement of
either objectivity or subjectivity of agreement as ruled in Article 1320. The type of research on thisthesisis
anormative study includes the type of explanatory. Data thas used of this research is primary data and
secondary data.Data collection tool that is through the study of literature and legislation.
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